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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui model pertanggungjawaban hukum pengelolaan
anggaran yang bersumber dari orang tua murid, di SMIP Negeri RSBI. SMPN RSBI
sebagai bagian dari perangkat daerah kabupaten adal ah satuan pendidikan dasar yang
masih diperkenankan untuk menarik iuran dari orang tua murid. Penelitian ini
merumuskan tiga hal, yaitu (1) pelaksanaan pertanggungjawaban hukum bantuan or-
ang tua murid di RSBI, (2) kesesuaian pertanggungjawaban hukum tersebut dengan
UU otonomi daerah, UU sisdiknas, dan aturan pengelolaan keuangan daerah, (3)
merumuskan model pertangungjawaban hukum sehingga aplikatif dan sesuai dengan
ketentuan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang dilakukan di dua lokas,
yaitu SMPN 1 Boyolali dan SMPN 2 Boyolali. Hasil penelitian menunjukkan: (1) SMIPN
RSBl Sebagai bagian dari perangkat daerah kabupaten, dalam mengelola dana bantuan
orang tua murid tidak ditetapkan melalui mekanisme Perda APBD, dan tidak ada
standar baku yang ditetapkan di tingkat Pemerintah Kabupaten (2) dana dari orang
tua murid yang dipergunakan langsung untuk pengeluaran kegiatan operasional dan
pengembangan pada SMPN RSB tidak sesuai dengan aturan UU Otonomi daerah, dan
ketentuan pengelolaan keuangan daerah, dan (3) model pertanggungjawaban hukum
yang dirumuskan adalah pengelolaan keuangan di satu pintu melalui APBD yang
didasarkan pada pelibatan partisipasi orang tua murid, baik langsung maupun melal ui
komite.

KataKund: modd, pertanggungjawaban hukum, bantuan orang tuamurid, SMPN RBI.
ABSTRACT

The objective of this study wasto identify the model of legal liability for the budget from
the students’ parents in the international program of state junior high school level. The
specific obtives of this study include three issues, namely: (1) the implementation of
legal liability model for budget management derived students’ parents, (2) the compli-
ance of legal liability model with the normative provisions rule of Regional autonomy
legislation, education systemlaw, and the provision of local financial management, (3)
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how to formulate the legal liability model is so applicable and in accordance with the
provisions. This research was conducted at SVIPN | and |1 Boyolali. The data analysis
technique used was descriptive and predictive. Theresearch findings areasfollows: (1)
there is no basic standards in the financial management legislations, ( 2) management
of the funds do not have compliance with the rules of regional autonomy laws, and
provision of local financial management, (3) the legal liability model used isa model of
financial management in one way through the establishment of local regulation on APBD
and accountability of budget legislation (APBD) by the Bupati, which is based on the
invol vement of parents partisipation either directly or through a committee, in the plan-
ning stages.

Keywords : model, legal liability, management budgets from parents, SMIPN RSBI.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan amanah Undang-Undang Dasar Republik IndonesiaTahun 1945, Pasal
31 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwatiap warganegarawajib mengikuti pendidikan
dasar dan pemerintahwajib membiayainya, ayat (4) mengamanatkan negaramemprioritaskan anggaran
pendi dikan sekurang-kurangnya20% dari anggaran pendapatan dan bel anjanegarasartadari anggaran
pendapatan dan bel anjadaerah untuk memenuhi kebutuhan penye enggaraan pendidikan nasiond.

Sebagal implementas dari amanat UUD, pemerintah menerbitkan UU No. 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam salah satu pasalnyayaitu pasal 34, disebutkan tentang
ketentuan program wajib belgar, yakni bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin
terselenggaranyawajib belgar minimal padajenjang pendidikan dasar, yaitu Sekolah Dasar (SD)
serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) tanpamemungut biaya.

Ddam reditanyatidak demikian yang terjadi. Beberapa Sekolah M enengah Pertama Negeri
meas h mengel oladanayang bersumber dari orang tuamurid untuk mendukung kegiatan operasiond
sekolah, baik dalam bentuk iuran rutin, iuranles, dana pengembangan, maupun uang untuk pembelian
buku pel g aran dengan besaran iuran bulanan dan dana pengembangan yang besarnyabervariasi.

Kondisi besarnyadanabantuan orang tuamurid tersebut akan semakin meningkat dengan
peningkatan status pengembangan SMP, yaitu untuk SMP N yang direncanakan dikembangkan
menjadi bertaraf internasional dan dikenal dengan istilah RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf
Internasiond). Penggunaaniuran dari orang tuamurid tersebut sangat dimungkinkan untuk dilakukan
oleh penye enggarasatuan pendidikan (pihak sekolah) karenada am ketentuan Peraturan Pemerintah
No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendi dikan, menetapkan bahwauntuk RSBI diperkenankan
mendapatkan danadari masyarakat.

Sementaraitu, pengel olaan RSBI di satuan pendidikan belum ditetapkan |ebih lanjut dalam
bentuk peraturan daerah, ataupun peraturan Bupati. Oleh karenaitu, terkesan bahwapengel olaan
RSBI tersebut |epasdari kewenangan pemerintah kabupaten.

Di sis lain, dengan diterimanyagugatan dari Koais Anti Komersidisas Pendidikanke MK,
sebaga manayang tertuang dal am Putusan PerkaraNomor 5/PUU-X/2012, dapat diketahui bahwa
gugatankodlis anti komersidisai pendidikan yang menyatakan bahwaberdasarkan Pasal 50 ayat
(3) UU Sisdiknas bertujuan meliberalisasi pendidikan Indonesia sehingga tidak sesuai atau
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bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang menetapkan bahwa tiap warga negara
wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai nya (Formatnews, 2012).

Berdasarkan deskrips di atas, menjadi penting untuk diketahui lebih lanjut tentang kebenaran
posis sekolah sebagal satuan pendidikan SMPN RSBI dalam mengel olaanggaran yang bersumber
dari orang tuamurid tersebut karenadi satu sisi menurut PPNo. 48 Tahun 2010, sekolah RSBI
memang di perkenankan untuk mendapatkan dana bersumber dari masyarakat (orang tuamurid).
Selainitu, bantuan orang tuamurid sebagai bentuk partisipasi masyarakat memang dimungkinkan
daamrangkadesentraisas pendidikan, yaitu dalam sistem Mangemen Berbasis Sekolah. Namun,
di sis lain sekolah sebagai bagian dari organisasi pemerintah daerah seharusnyamendasarkan segala
jenis pengel olaan anggaran yang bersumber dari masyarakat berdasarkan ketentuan perundang-
undangan dan ketentuan di tingkat Pemerintah K abupaten dengan tujuan agar pengel ol aan anggaran
tersebut dapat dipertanggungjawabkan secarahukum.

Berangkat dari permasal ahan tersebut, makamenjadi penting untuk diteliti, bagaimanakah
sebenarnyamodel pertanggungjawaban hukum yang sesuai untuk bantuan orang tuamurid bagi
SMPN RSBI, dan berdasarkan permasal ahan tersebut makarumusan permasal ahan pendlitian antara
lain: (1) Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum Pengel olaan Anggaran yang bersumber dari
bantuan orang tuamurid padaSMPN RSBI di Kabupaten Boyoldi?; (2) Apakah pertanggungjawaban
hukum penge olaan anggaran yang bersumber dari orangtuamurid padaSMP N RSBI di Kabupaten
Boyolali telah memiliki kesesuaian dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, UU
No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan ketentuan pengel ol aan keuangan
daerah?; dan (3) Bagaimanamerumuskan model pertanggungjawaban hukum yang sesuai untuk
pengel olaan anggaran yang bersumber dari bantuan orang tuamurid bagi SMPN RSB di Kabupaten
Boyoldi?.

METODE PENELITIAN

Pendlitianini merupakan penditian empiriskuditatif karenamengkaji dan menganaissmode
pertanggungjawaban hukum bagi bantuan orang tuamurid di SMPN RSBI di Kabupaten Boyoldli,
penelitian dilakukan di SMPN 1 Boyoldi dan SMPN 2 Boyoldi yang merupakan kategori SMPN
rintisan bertaraf internasiona (RSBI).

Pendlitianini menggunakan dataprimer dan sekunder. DataPrimer merupakan bahan pendlitian
yang berupafakta-faktaempiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia, yaitu fakta-fakta
yangterjadi di satuan pendidikan SMPN RSBI terhadap pengel ol aan bantuan orang tuamurid, yaitu
perilaku pengel olapendidikan, pengel olaRSBI, dan orang tuamurid, baik dalam bentuk perilaku
verbal, perilaku nyata, maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai dokumentasi atau
catatan-catatan (arsip). (Fgjar, et a., 2010:280).

Carapengambilan dataprimer dalam penelitianini diperol eh dengan pengamatan langsung,
dan wawancara dengan informan, antaralain Kepala Sekolah SMPN 1 Boyolali dan SMPN 2
Boyolali, Kepala Sub Bagian Tata Usaha SMPN 1 Boyolali dan SMPN 2 Boyolali, Pengelola
Program RSBI di SMPN 1 boyolali dan SMPN 2 Boyolali, dan Orang tuamurid.

Ddam penditianini teknik andissdilakukan secarakudlitatif, yaitu dataprimer dan dataskunder
yang diperoleh ddam penditianini akan disusun secaras stematis, dihubungkan dan diandisssecara
kualitatif. Untuk selanjutnya hasil analisis akan menghasilkan suatu data deskriptif, yang
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menggambarkan secarautuh tentang pel aksanaan pertanggungj awaban hukum dana bantuan orang
tuamurid padaSMPN RSBI. Selain menghasilkan datayang bersifat diskriptif, hasil dari teknis
andigskudlitatif ini akan menghasi|kan suatu preskrips tentang hasi pendlitian yang telah dilakukan,
yaitu untuk memberikan penilaian terhadap penge ol aan bantuan orang tuamurid padaRSBI tersebut,
telah sesual dengan peraturan perundang-undangan atau tidak.

Selanjutnya, untuk mendapatkan suatu mode pertanggungjawaban hukum bagi bantuan or-
angtuamurid padaRSBI dilakukan dengan andisisprediktif. Modd analisisprediktif ini digunakan
untuk meramalkan atau merencanakan model pertanggungjawaban hukum yangideal yang dapat
digunakan untuk SMPN RSBI di Kabupaten Boyolali di masayang akan datang dimanadasar
peramal an/perencanaan model tersebut menggunakan dasar dan pertimbangan model-model
pertanggungjawaban hukum yang sudah ada sekarang (Purwadi, 2012).

Proses analisis yang akan digunakan dilakukan secaradeskriptif interaktif yang dilakukan
melalui langkah-langkah yang bersifat umum. Proses selanjutnyayaitu dilakukan dengan reduksi,
kesmpulan, danverifikas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesiamerupakan negarahukum, yang menjaankan konsep legdiitas, artinyapemerintah
dalam menjalankan pemerintahannya harus berdasarkan Undang-Undang, sebagaimanayang
dikemukakan oleh Julius Stahl bahwabahwaciri-ciri Negarahukum yaitu salah satunyadalam
menja ankan pemerintahannyaharus berdasarkan Undang-Undang (Yunas, 1992:19).

Pemerintah kabupaten mendapatkan kewenangan untuk menyel enggarakan urusan pendidikan,
sesua dengan amanah UU No. 32 Tahun 2004, untuk sel anjutnyaPemerintah Daerah Kabupaten
Boyolai memberikan kewenangan penye enggaraan pendidikan tersebut salah satunyakepadasatuan
pendidikan SMP N, yang berbentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT), yang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan TataKerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali.

UPT SMPN, khususnya UPT SMP N RSBI merupakan bagian dari perangkat pemerintah
daerah yang menjalankan pelayanan publik di bidang pendidikan, makakonsekuensinyadituntut
untuk mampu mempertanggungjawabkan segd abentuk penye enggaraan tugasyang dilakukan. Bentuk
pertanggungjawaban tersebut menurut Syahran basah, adal ah pertanggungjawaban secaramoral
kepada TY M E dan pertanggungjawaban secara hukum yang disebut dengan batas atas dan batas
bawah. Batasatas yaitu ketastasasan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan sesual dengan
hierarki, sedangkan batas bawah adal ah peraturan atau sikap tindak administarasi negara, tidak
boleh melanggar hak dan kewgjiban asas warga (Basah, 1985:285) dan (Marbun, 2001:284).

Dengan demikian, sebaga bagian dari perangkat daerah, UPT SMPN ddam menydenggarakan
kegiatan di satuan pendidikan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk
ketentuan pemerintah daerah. Namun, dalam realitanya Pemerintah Daerah belum menetapkan
ketentuan tentang pengel olaan RSBI baik ketentuan pembagi an kewenangan, ketentuan pengel olaan
program, dan khususnya ketentuan pengel olaan keuangan yang ditetapkan baik dalam bentuk
Peraturan Daerah maupun dalam bentuk Peraturan Bupati sehingga SMP N RSBI dalam
menyelenggarakan program RSBI sepenuhnya berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh
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Kementrian Pendidikan Nasional, dan tidak di implementasikan dalam bentuk regulasi di tingkat
pemerintah Kabupaten.

Hal inilah yang kemudian menyebabkan masi ng-masing sekol ah membuat kebijakan sendiri
da am mel akukan pengel ol aan program dan pembi ayaan sendiri, tanpaadapedoman spesifik yang
ditetapkan di tingkat K abupaten. K hususnyauntuk pengel olaan keuangan, masing-masing sekolah
menetapkan anggaran berdasarkan standar yang tidak berlaku samauntuk lingkup wilayah satu
Kabupaten, penetapan anggaran yang bersumber dari orang tuamurid lebih banyak berdasarkan
besaran iuranyang disepakati, tidak berdasarkan standar yang terukur di tingkat K abupaten sehingga
kecenderungannyaiuran muridterdapat peningkatan dari tahun ketahun, dan lebih lanjut menyebabkan
adanyakesan komersidias di bidang pendidikan.

Dengan demikian, wajar apabilauntuk sekolah dengan standar RSBI yang samadii lingkup
Kabupaten, terdapat perbedaaan besaran biayayang ditetapkan per standar. Adapun perbandingan
besaran biayaper standar dapat dilihat padatabel 1 di bawahini.

Tabel 1. Perbandingan Standar Pembiayaan SMPN RSBI

No. Uraian SMPN 1 Boyolali SMPN 2 Boyolali
1  Standar kompoetensi lulusan 380,226,000 220,734,500
2 Standar kurikulum 37,930,500
3  Standar proses 97,800,000 311,770,800

Srtandar pendidikan dan tenaga
4  kependidikan 209,116,500 290,802,000
5  Standar saranadan prasarana 773,106,650 948,250,000
6  Standar pengelolaan 232,436,500 199,816,000
7  Standar pembiayaan 2,565,357,650 2,641,393,000
8  Standar penilaian 187,003,000 138,468,800
Jumlah 4,445,046,300 4,789,165,600

Untuk selanjutnyabahwaUPT SMP N RSBI dalam mel aksananakan pengel ol aan anggaran
yang bersumber dari orang tuamurid dibagi dalam tigatahap yaitu perencanaan, pel aksanaan, dan
pelaporan.

Perencanaan dilakukan mel aui rgpat pleno antarakomite dan orang tuamurid untuk menentukan
besaraniuran rutin dan danapengembangan. Hasll dari perencanaan ditetapkan daam bentuk Rencana
Anggaran BelanjaSekolah (RAPBS) sebagai dasar dalam penetgpan anggaran. RAPBSIni mencakup
semuasumber anggaran, baik dari orang tuamurid maupun dari pemerintah. RAPBSyang sdanjutnya
ditetapkan menjadi APBS merupakan bentuk penetapan anggaran ol eh sekol ah secaramandiri dan
dipergunakan sebagai acuan dalam mengel olakegiatan. APBS ditetapkan oleh K epala Sekolah
bersamaketuakomite dan ditandatangani ol eh KepalaDinas Pendidikan. APBS yang bersumber
dari orangtuamuridtidak medui kgian TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dantidak didahului
dengan pembahasan di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana mekanisme
penyusunan APBD yang ditetapkan dalam bentuk Perda.
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Pel aksanaan pengel ol aan anggaran yang bersumber dari orang tuamurid dilaksanakan meaui
bendaharakomite, masuk dalam rekening bendaharakomite, dibel anjakan sesuai dengan kebutuhan.
Bendaharakomiteyang me aksanakan tugas harian ada ah guru di satuan pendidikan, yang diberikan
sampiran tugas selaku pel aksanatugas harian bendaharakomite, berdasarkan surat keputusan Kepaa
Sekolah. Untuk pel aksanaan bd anjabiasanyadil akukan ol eh panitiaataupun langsung oleh bendahara
komite setelah melewati persetujuan dari komite sekolah. Adapun penyusunan Surat
Pertanggungjawaban dil akukan ol eh bendaharakomite dan dil aporkan kepadaorang tuamurid pada
waktu rapat pleno. Pertanggungjawaban yang disusun tersebut merupakan pertanggungjawaban
anggaran komite yang terpi sah dengan pertanggungjawaban anggaran pemerintah daerah yang
ditetapkan dalam PERDA,, pel aksanaan pertanggungj awaban anggaran komite tidak mengikuti
ketentuan penatausahaan keuangan daerah meski pun padakenyataannyaanggaran komite tersebut
dilaksanakan di satuan pendidikan yang merupakan bagian dari pemerintah daerah dan dilaksanakan
ol eh bendaharakomite yang merupakan bagian dari perangkat daerah.

Berdasarkan hasi| pendeskripsian tentang pel aksanaan pengel ol aan anggaran biladikai dari
perspektif UU Otonomi Daerah dan ketentuan pengel ol aan keuangan daerah, makadapatl ah diketahui
bahwa, SMPN di Kabupaten Boyoldi secaraorgani satoris berbentuk Unit PelaksanaTeknis (UPT).
K epala Sekolah selaku KepaaUPT SM PN menja ankan kewenangan pendidikan yang diberikan
oleh Bupati berdasarkan PerdaNo. 16 Tahun 2011, tentang Struktur Organisasi dan TataKerja
(SOTK) Pemerintah Kabupaten Boyoldi. Salah satu bentuk implementasi pemberian kewenangan
dari Bupati KepadaKepadaUPT SMPN yaitu daam ha penge olaan keuangan UPT SMPN, yakni
kepalaUPT SMPN ditetapkan sebagai K uasaPenggunaAnggaran.

Hubungan antara K epa adaerah yang menyerahkan kewenangan dan perangkat daerah yang
diberikan kewenangan adal ah hubungan antaramandataris dan mandan. Mandan dalam hal ini
diperankan oleh Bupati Kepala Daerah sebaga pemberi wewenang, sedangkan mandataris
diperankan oleh Kepa aUPT sdlaku perangkat daerah yang diserahi kewenangan (Ridwan, 2009:86).

Dengan demikian, biladilihat dari perspektif teoretishukum administras daerah, dapatlah
diketahui bahwaK epaaUPT bertanggungjawab kepadaBupati K epalaDaerah atas segdaanggaran
yang dikelola, konsekuens logisdari implementas yang demikian, makaKepaaUPT SMPN RSBI
sebagal perangkat daerah di bawah kepaladaerah tidak dapat menetapkan dan mengelolaAPBS
yang sa ah satunyabersumber dari masyarakat, komite, dan orang tuamurid, tanpaadapemberian
kewenangan dari Bupati KepalaDaerah.

Pemberian kewenangan penge ol aan keuangan oleh Bupati kepadaPersond pengd olakeuangan
di satuan pendidikan UPT SMPN tersebut baik Kuasa PenggunaA nggaran, maupun Bendahara
pengel uaran, dan bendaharapenerimaan adal ah terhadap anggaran yang masuk dalam mekanisme
APBD. Karenasebaga manaditetapkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Dagerah
bahwaHak dan kewgjiban daerah dalam hal penyel enggaraan urusan wajib di bidang pendidikan
diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk
pendapatan, bel anja, dan pembiayaan daerah yang dikel oladal am sistem pengel ol aan keuangan
daerah (PerdaAPBD). Aturan lebih spesifik ditetapkan dalam PPNo. 58 Tahun 2005 bahwaK epaa
Daerah berfungs sebagal pemegang kekuasaan penge ol aan keuangan daerah dan mewakili pemerintah
daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, mempunyai kewenangan menetapkan
kebijakan tentang pel aksanaan APBD termasuk menetapkan personal pengel olakeuangan.
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Penetapan dan pengel olaan APBS ol eh satuan pendidikan UPT SMPN yang memasukkan
danadari masyarakat khususnya orang tua murid dan langsung dipergunakan untuk kegiatan
operasona maupun pengadaan saranadan prasaranasekol ah, tidak mempunyai kesesua an dengan
ketentuan pengel ol aan keuangan daerah karena Si stem pengel ol aan keuangan pemerintah daerah di
Indonesiamengharuskan bahwa setiap penerimaan pada satuan kerjaperangkat daerah (SKPD)
harusdisetor kekas daerah dantidak dapat digunakan secaralangsung untuk membiaya pengeluaran
pada satuan kerjadimaksud sehingga diharapkan dengan mekanisme semacam ini, akan tercapai
trangparang, akuntabilitas, dan kej el asan pertanggungj awaban secarahukum.

PPNo. 58 Tahun 2005 tentang Pengel ol aan K euangan Daerah menetapkan bahwa semua
penerimaan daerah yang berbentuk uang harus masuk melalui kas daerah sebelum dipergunakan
untuk pengeluaran di lingkup satuan pendi dikan, dan apabilapenerimaan berwujud barang, maka
harusdicatat sebagal asset milik daerah. Hal ini sebagaimanaditetapkan dalam Pasal 59 PPNo. 58
Tahun 2005, yang menetapkan:

(1) Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung
untuk pengeluaran.

(2) Komigi, rabat, potongan, atau penerimaan lain dengan namadan dalam bentuk apa pun yang
dapat dinilai dengan uang, baik secaralangsung sebagai akibat dari penjuaan, tukar-menukar,
hibah, asurans dan/atau pengadaan barang dan jasatermasuk penerimaan bunga, jasagiro atau
penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan danaanggaran padabank sertapenerimaan dari
hasi| pemanfaatan barang daerah atas kegiatan |ainnyamerupakan pendapatan daerah.

(3) Semuapenerimaan daerah sebagai mana dimaksud padaayat (1) apabilaberbentuk uang harus
segeradi setor kekas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat
sebagal inventarisdaerah.

Aturan sel anjutnyayang | ebih spesifik lagi ditetgpkan dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006
Pasal 128, ayat (2) tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah yang menetapkan bahwa “SKPD
dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah”.

Sdlanjutnya, terkait dengan pertanggungj awaban pengel ol aan anggaran bahwasecarahierarkis
sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004, sebenarnyaK epala UPT bertanggungjawab kepadabupati
atas pemberian kewenangan yang diberikan oleh Bupati untuk kemudian Bupati
mempertanggungjawabkan kewenangan yang diberikan kepadapemerintah pusat dan mel aporkan
KepadaDPRD dan masyarakat sebaga manamekanismeyang ditetapkan sesuai dengan Pasal 27,
UU No. 32 Tahun 2004 jo pasal 1 angka 5,6 dan 7 PP No. 108 Tahun 2000 tentang tata cara
pertanggungjawaban Kepala Daerah, disebutkan ada tiga pertanggungjawaban, yaitu
pertanggungjawaban akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban akhir masa jabatan, dan
pertanggungjawaban untuk ha tertentu. Namun demikian, pertanggungj awaban tersebut dikhususkan
untuk anggaran-anggaranyang masuk dalam mekanismeAPBD, yang terlebih dahulu telah ditetgpkan
dalam bentuk Peraturan Daerah, sedangkan pengel olaan anggaran di sekolah yang bersumber dari
masyarakat tersebut tidak ditetapkan dalam Perdadan tidak masuk melalui mekansismeAPBD,
namun disdlenggarakan da am otonomi sekolah tersendiri yaitumelaui mekanismeAPBS.

Dengan demikian, pengel olaan anggaran yang tidak ditetapkan meldui PerdaAPBD, berada
di luar ranah pertanggungjawaban Bupati, sebagal penggunaanggaran sehinggasecaratidak langsung
tidak dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, sebagai bentuk pertanggungjawabaan publik
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terhadap pe aksanaan | ayanan pemerintah. Rendahnyarentang kendali pemerintah daerah utamanya
Bupati terhadap pengel ol aan keuangan yang bersumber dari orang tuamurid di tingkat UPT SMPN,
memungkinkan penggunaan anggaran secara bebas, dan tidak terpantau sehingga rawan
penyimpangan.

Adanyapenge olaan anggaran yang tidak terpantau ol eh pemerintah kabupaten tersebut sgjdan
dengan pendapat dari orang tuamurid bahwa sebagian besar orang tuamurid menghendaki dana
yang bersumber dari bantuan orang tuamurid untuk pengel olaan RSBI dikelolamelaui mekanisme
APBD sehinggalebih jelas standar dan pertanggungjavabannya. Hal lain yang dikemukakan oleh
orang tuamurid bahwakomite sekolah kurang maksimal menjalankan fungsinyasebagai lembaga
representas masyarakat untuk memberikan kontribus sumbangan pemikiranbagi penentuan kebijakan
sekolah di bidang pendidikan. sehinggaterkesan komite sekolah | ebih banyak berfungsi sebagai
pengesah dalam penentuan besaran danadari orang tuamurid.

Seharusnyamasyarakat memiliki hak untuk memperol eh perlindungan dari berbagai tindakan
pemerintah yang mungkin dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, yaitu meldui adanyaasas
tanggung jawab pemerintah yang memberikan ruang yang cukup leluasabagi timbulnyaperan serta
masyarakat yang memang sangat di butuhkan ol eh pemerintahan yang demokratis (Erwiningsh, 2010).
Namun, kondis tersebut belum dapat dicapai dalam pel aksanaan pengel ol aan sebagaimanadi atas
sehinggaperlu diberikan solus modd pel aksanaan penge olaan anggaran yang bersumber dari orang
tuamurid yang memungkinkan pengel ol aan anggaran akuntabel, transparan, dan memuaskan
masyarakat da am bentuk kebijakan pemerintah yang ditetapkan da am peraturan daerah sehingga
diharapkan peraturan daerah sebagai produk hukum tersebut mampu membawa perubahan daam
pelayanan di bidang pendidikan, sebagaimana pendapat M uchtar Kusumaatmaja, bahwa hukum
tidak hanya diartikan sebagai “alat” tetapi sebagai “sarana” pembaharuan masyarakat (Darmodiharjo
dan Shidarta, 2006:199).

Mochtar Kusumaatmajaberpendapat bahwauntuk membentuk suatu peraturan perundang-
undangan terlebih dahul u dil akukan suatu pendlitian secaral ebih mendaam. Karenatanpaadapenditian
terlebih dahulu , tidak akan pernah diketahui secara pasti living law yang ada, dan bagaimana
perencanaan itu harus dibuat secaraakurat(Darmodiharjo dan Shidarta, 2006:204).

Bertolak dari berbagai uraian di atasditawarkan suatu dternatif solusi berupapenawaran mode
pertanggungjawban hukum, yang gplikatif di |apangan, sesual dengan ketentuan pengel ol aan keuangan
daerah, transparan, dan mampu mengakomodas konsep mang emen berbasissekolah (MBS).

Konsep MBSini tetap dijadikan pertimbangan dalam penyusunan model dengan beberapa
alasan, bahwa pemberlakuan UU No. 32 Tahun 2004, menghendaki penyel enggaraan pemerintah
daerah berbasis pada partisipasi masyarakat, kemudian apabila dilihat dari sgjarahnya, peran
masyarakat yang semulamendominas dalam pengel ol aan sekolah menjadi terkikiskarenadominas
peran pemerintah (Muluk,2007:4). Alasan yang lain, secarafaktud menunjukkan bahwadari dokas
anggaran untuk RSBI di SMPN 1 Boyolali dan SMPN 2 Boyolai, makaanggaran dari orangtua
murid, menempati porsi hampir 30% dari keleseluruhan total anggaran. Hal ini menunjukkan
ketergantungan pada dana orang tua murid sudah sedemikian besar karena pada kenyataannya
pemerintah daerah hanyamengal okas kan anggaran pel ayanan pendidikan dasar, yaitu untuk gaji
guru dan karyawan, dan operasional sekolah rutin, sedangkan pelayanan pengembangan program
untuk sekolah masih dianggarkan dalam persentase yang sangat minim, dan masih sangat
menggantungkan dari partisipas masyarakat.
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Ddam penyusunan mode untuk menemukan pertanggungjawaban hukum padaUPT SMPN
RSBI akan didasarkan padateori tentang perumusan kebijakan pendidikan oleh pemerintah, yaitu
teori kelembagaan dengan modifikas teori demokrasi. Teori ini merupakanformulas dari Dyeyang
dikutip oleh Nugroho (2010), dalam buku berjudul Kebijakan Pendidikan yang Unggul, adatiga
ha yang membenarkan pendekatan ini, yaitu bahwa pemeri ntah memang sah membuat kebijakan
publik, fungs tersebut bersifat universa, dan memandang pemerintah memonopoli fungs pemaksaan
dalam kehidupan bersama, sedangkan dalam teori demokratis, teori ini menghendaki agar setiap
“pemilik hak demokrasi”diikutsertakan sebanyak-banyaknya. Teori ini bisanya dikaitkan dengan
implementasi good gover nance bagi pemerintahan yang mengamanahkan agar dalam membuat
kebijakan, parakonstituen dan pemanfaat diakomodasi kan keberadaanya (Nugroho,2010:201).

Daam penyusunan model pertanggungjawaban hukum tersebut diakomodasi jugaprinsip
Musyawarah dari masyarakat, orang tua murid, komite sekolah, dan satuan pendidikan yang
merupakan fundamen dasar dari penetapan anggaran di sekol ah, sedangkan pemerintah daerah lebih
banyak berfungs untuk mel akukan standarisasi pengel olaan agar 1ebih akuntabel, mempunyai
kepastian hukum, dan memenuhi aspek keadilan.

Penyusunan modd dimulal dari proses perencanaan dd am bentuk RencanaK erjadanAnggaran
Sekolah (RKAS) berdasarkan musyawarah antaraorang tuamurid, komite dan satuan pendidikan.
RKASdijadikan dasar pengguan anggaran untuk ditetgpkan daam mekanisme pengel ol aan keuangan
daerah, yaitu ditetapkan dalam bentuk Perda. Setel ah ditetapkan dalam bentuk Perda, pel aksanaan
anggaran mengikuti pola mekanisme penatausahaan keuangan daerah, dengan bentuk
pertanggungjawaban mengikuti sistem keuangan daerah, Pertanggungj awaban tersebut dilaporkan
di akhir tahun sebaga bentuk Lgporan Pertanggungjawatban Bupeti di hadapan dewan dan masyarakat.

Relevans Pendlitian Terkait dengan Pembubaran RSBI oleh Mahkamah K onstitusi

Sebagaimanakondid terakhir bahwaMahkamah K ongtitus mengabulkan permohonan gugatan
beberapaorang tuamuridterkait dengan Pasal 50 UU No. 20 Tahun 2013 tentang sistem pendidikan
nasional, yaitu pasal tentang pemberlakuan RSBI, sedangkan Gugatan dikabulkan padatanggal 2
Pebruari 2013.

M eskipun padakenyataannya RSBI tel ah dibubarkan dan satuan pendidikan SMPN sesuai
dengan surat edaran menteri pendidikan nasiond, No.017/M PK/SE/2013, tentang Kebijakan Trangs
RSBI dikembaikan lagi kepada status sekol ah regul er dengan konsekuensi tidak diperkenankan
menerimadanayang bersumber dari bantuan orang tuamurid untuk pel aksanaan kegiatan, namun
demikian, daam kenyatannyamenunjukkan bahwa satuan pendi dikan masih membutuhkan bantuan
dana dari masyarakat dan orang tua murid, selain itu pemerintah tidak semerta-merta dapat
menghentikan partisipas masyarakat, hanyasgjaagar pengel ol aannyadapat di pertanggungjawabkan,
makadi perlukan suatu rumusan tentang modd pertanggungjawaban hukum yang apliketif di lapangan,
sesuai dengan ketentuan pengel ol aan keuangan daerah, transparan, dan mampu mengakomodasi
partisipas masyarakat baik langsung ataupun melaui komite. Dengan demikian, penditian tentang
model pertanggungjawaban hukum bagi bantuan orang tua murid tersebut diharapkan dalam
perkembangan kedepan masih relevan untuk digplikas kan terlepas dari statusapapun sekolah tersebut
RSBI ataupun berstandar yanglain.
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SIMPULAN

Dari hasil pendlitian tersebut dapat dis mpulkan bahwa (1) Belum adanyapengaturan tentang
pengel olaan RSBI yang ditetapkan Pemerintah K abupaten, Pengel olaan danabantuan orang tua
murid SMPN RSBI di Kabupaten Boyoldi dilakukan mela ui mekanismeAnggaran Pendapatan
dan BelanjaSekolah (APBS) yang ditetapkan ol eh Kepa a Sekol ah, bersamaK etuakomite, namun
tidak masuk dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Satuan
pendidikan UPT SMPN sebagai bagian dari organ pemerintah daerah, tidak dapat langsung
mempergunakan bantuan yang bersumber dari masyarakat/komite/orang tuamurid tanpamelal ui
mekani sme penetapan dalam PerdaAPBD; (2) pertanggungjawaban hukum pengel olaan anggaran
yang bersumber dari orang tuamurid padaSMP N RSBI di Kabupaten Boyolai secarahierarkis
sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, UU No. 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional, dan ketentuan pengel olaan keuangan daerah. (3) Mode yang dapat
digunakan untuk merumuskan bentuk pertanggungjawaban hukum bagi bantuan orang tuamurid
adal ah dengan mengakomodasi partisipasi masyarakat/komite/ orang tuamurid sebagai sumber
penerimaan daerah, dikelola dengan mekanisme yang ditetapkan melalui Perda APBD, dan
dipergunakan untuk pembiayaan pendidikan padaUPT SMPN RSBI mengikuti polapenatausahaan
APBD.
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